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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu
dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh
Harian, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juni 2014 telah mengajukan
gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, dengan

Nomor 149/Pdt.G/2014/PA .Mtk, tanggal 13 Juni 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Padang,
Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 10 Mei 2005, sebagaimana tercantum dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor: 249/49/V/2005, tanggal 11 Mei 2005;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus

perjaka;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya

suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:

a. ANAKIPENGGUGAT DAN TERGUGAT

b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT

yang saat ini anak pada poin (b) berada dalam asuhan Penggugat dan anak pada poin

(a) berada dalam asuhan Tergugat;
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4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah
orangtua Penggugat di Kabupaten Banyuasin selama lebih kurang 10 hari, kemudian
Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan
Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN BANGKA BARAT
sampai Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan
harmonis, namun sejak bulan September 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

a. Tergugat sering bermain judi taruhan bola dengan teman-temannya, dan Penggugat
ketahui dari catatan buku judi taruhan bola milik Tergugat dan Tergugat juga
mengakui perbuatannya tersebut;

b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa
alasan yang jelas dan pulangnya sering larut malam, apabila ditanya darimana saja
ia selama itu, ia hanya menjawab dari main kerumah teman;

c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan tanpa
sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan
rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-
hutang Tergugat tersebut karena orang-orang yang memberi hutang kepada
Tergugat itu menagihnya kepada Penggugat;

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan
Maret 2014 yang disebabkan Tergugat sering berhutang kepada orang lain yang
penggunaan uangnya untuk bermain judi taruhan bola dan Penggugat marah karena hal
tersebut sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akibat
dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling
memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin
kepada Penggugat;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut
mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan
batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah
mawaddah warahmah;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh pihak

keluarga;
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10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat,
akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak
sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian
di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini,
kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang
dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di
dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu
halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang berikutnya, Penggugat dan Tergugat telah datang
menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator
Amiramza, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Mentok, sebagaimana laporan mediator
tanggal 16 Juli 2014, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan
sebagai berikut:

1 Bahwa mengenai identitas Penggugat dan Tergugat, serta pernikahan dan tempat
tinggal setelah menikah adalah benar sebagaimana yang disampaikan Penggugat

dalam gugatannya;
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2 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak
pertama saat ini diasuh oleh Tergugat sedangkan anak kedua diasuh oleh
Penggugat;

3 Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun sejak bulan
September 2012 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;

4 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang disampaikan Penggugat dalam
gugatannya adalah benar;

5 Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat belum pernah dirukunkan oleh pihak
keluarga;

6 Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan replik terhadap jawaban Tergugat tersebut;
Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti

surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 249/49/V/2005, tanggal 11 Mei 2005

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok. Bukti surat tersebut

telah diberi materai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-

nazegellen, bukti P;

Bahwa, Tergugat telah diberi kesempatan untuk menanggapi bukti surat tersebut,
ternyata Tergugat tidak membantahnya;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di
persidangan sebagai berikut:

1 SAKSI I PENGGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat
kediaman KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
® bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung

Saksi;

e bahwa Saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai
suami Penggugat;

e bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Palembang, lalu
Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di
KABUPATEN BANGKA BARAT, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

e bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama
ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN
TERGUGAT. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT diasuh oleh Tergugat
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sedangkan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT ada di bawah asuhan
Penggugat;

e bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan
September 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran. Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita
Penggugat kepada Saksi;

e bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berjudi dan
meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;

e bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu.
Awalnya Tergugat meninggalkan kediaman bersama karena telah mengucapkan
talak kepada Penggugat, namun dua bulan kemudian Tergugat pulang. Setelah itu
Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah Saksi di
KABUPATEN BANGKA BARAT hingga sekarang;

e bahwa setelah berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul
kembali. Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;

e bahwa Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2 SAKSI I PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat
kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

e bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat dulu adalah tetangga
Saksi;

e bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai
suami Penggugat;

e bahwa Saksi tidak tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah
menikah. Yang saya tahu sejak awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat
tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN BANGKA BARAT;

e Dbahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak
pertama diasuh oleh Tergugat sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat;

e bahwa sejak Saksi menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat sekitar satu
tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat;
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e bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan
bertengkar dari cerita Penggugat. Saksi juga pernah 2 (dua) kali melihat
Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;

e bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering main judi
bola;

e bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2014.
Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah bertengkar
dengan Penggugat, lalu Tergugat kembali pulang. Namun karena Tergugat
telah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, Penggugat tidak mau lagi
tinggal bersama Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua
Penggugat di KABUPATEN BANGKA BARAT;

e bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah
berkumpul kembali. Tergugat juga tidak memberi nafkah untuk Penggugat;

e bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga pernah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat atau tidak;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan,
yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada
Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan tersebut;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan,
yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat dan
mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk

kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana
telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka

secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;
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Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kabupaten
Bangka Barat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, dengan demikian
pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama
Mentok sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat
dan Tergugat telah datang secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi
Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis
Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Mediasi
dengan Mediator Amiramza, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Mentok. Berdasarkan
laporan dari Hakim Mediator tersebut, mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil
mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali sebagai suami istri sehingga Majelis
Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan
bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana
ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut talak satu ba'in sughra dari Tergugat
dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan

Tergugat, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban
yang pada pokoknya mengakui secara sempurna semua dalil gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Majelis Hakim menilai pengakuan
tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah alat bukti sesuai

dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo 1926 KUH Perdata;
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Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan
Penggugat secara sempurna, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian,
maka untuk menghindari adanya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebankan

kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya.;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada
tanggal 10 Mei 2005;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tentang pernikahannya tersebut,
Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P),
bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai
alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, karena telah memenuhi syarat formil bukti
karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1888
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat dan tidak dibantah oleh
Tergugat, telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil
gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang
menikah pada tanggal 10 Mei 2005. Nilai kekuatan pembuktian bukti tersebut bersifat
sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata jo Pasal 285 R.Bg. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga Penggugat berhak dan

berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dan alasan perceraian
merupakan ketentuan hukum publik yang berlaku secara imperatif (ijbari) yang tidak boleh
disimpangi. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam
perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran yang menjadi dalil Penggugat untuk
menuntut talak satu ba'in sughra dari Tergugat sebagaimana ternyata dalam surat
gugatannya, meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, harus dibuktikan dengan keterangan
saksi dan atau keterangan pihak keluarga, atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat
dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
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sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi,
sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan

mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah
memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Kedua saksi
merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta telah

memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh

Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2
(dua) orang anak;

e Bahwa Saksi 1 menyatakan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
rukun sejak bulan September 2012, sedangkan menurut Saksi 2, sejak
Penggugat dan Tergugat menjadi tetangga Saksi 2 setahun yang lalu. Kedua
saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan
bertengkar. Kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering
bertengkar dari cerita Penggugat. Di samping itu Saksi 2 pernah 2 (dua) kali
melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;

e Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
adalah Tergugat sering berjudi. Saksi 1 menyatakan, selain karena Tergugat
sering berjudi, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat
meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;

e Bahwa menurut Saksi 1, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak
3 (tiga) bulan yang lalu sedangkan menurut Saksi 2 sejak bulan Maret 2014.
Awalnya Tergugat meninggalkan kediaman bersama, namun dua bulan
kemudian Tergugat pulang. Setelah itu Penggugat keluar dari kediaman
bersama dan pulang ke rumah Saksi di KABUPATEN BANGKA BARAT
hingga sekarang karena Tergugat telah mengucapkan talak;

e Bahwa sejak berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah
berkumpul kembali. Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah untuk

Penggugat;
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Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi 2 Penggugat berdasarkan
pada pengetahuan dan penglihatan langsung Saksi, sedangkan keterangan Saksi 1
Penggugat didasarkan pada pendengaran langsung dari Penggugat, hal ini berarti sebagian
isi keterangan Saksi 1 adalah bersifat testimonium de auditu, sehingga keterangan tersebut
pada dasarnya tidak dapat diterima. Namun, fakta tidak rukunnya rumah tangga Penggugat
dan Tergugat yang harus dibuktikan oleh Penggugat merupakan hal yang sulit diketahui
oleh orang lain karena menyangkut aib rumah tangga yang bersifat privasi, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi 1 dapat diterima, apalagi Tergugat telah
mengakui secara sempurna dalil gugatan Penggugat. Di sisi lain, kedua saksi mengetahui
sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang selama 3 (tiga)
bulan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut
saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat pada posita 5 huruf (a) dan (c)
mengenai perselisihan dan pertengkaran serta sebabnya, dan posita 6 mengenai pisah
tempat tinggal. Dengan demikian, kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi
sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut

memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang diperoleh
dari keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak rukun lagi bahkan akibat
perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut Penggugat dan Tergugat telah
berpisah rumah. Awalnya Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan setelah Tergugat
pulang, Penggugat pergi dari rumah dari dan tinggal bersama orang tua Penggugat karena

Tergugat sudah mengucapkan talak;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan
Tergugat bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi,
melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan
dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat
dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat
dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara
keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini
membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan

rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan
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kembali, sehingga maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

perkawinan sudah tidak bisa diwujudkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya
(mafsadat) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan
merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar

dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Figih yang berbunyi :

alloall wl> (ale padio suwlaall s,

Artinya:"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan)
kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat dan Tergugat serta
pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan
Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo Pasal 116 huruf (f), maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Mentok, diperintahkan untuk
mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan
Tergugat bertempat tinggal, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai
dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara'
yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
2 Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan

putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat, dan
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Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara
Padang, Kabupaten Banyuasin, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;

4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan
pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan
1435 Hijriyah, oleh kami Rijlan Hasanuddin, Lc, sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I,
dan Dyna Mardiah. A, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusra Chamisi, S.H. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Rijlan Hasanuddin, Lc.
Hermanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yusra Chamisi, S.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran Rp. 30.000,-

2 Proses Rp. 50.000,-

3 Panggilan Rp. 340.000,-

4 Redaksi Rp. 5.000,-
5 Meterai Rp. 6.000.-
Jumlah Rp. 431.000,-
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